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Penelitian ini tentang “Tinjauan Hukum Islam dan KUH 
Perdata Tentang Praktik Gadai Kebun cokelat (Studi Kasus di Desa 
Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)” 
praktik gadai kebun cokelat ini sudah menjadi kebiasan di desa 
khususnya desa Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten 
Pesawaran. Seperti adanya penambahan waktu dalam peroses gadai 
yang terjadi di desa Gunung Batu akibat adanya kerugian pada 
penerima gadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, 
bagaimana praktik gadai yang terjadi dan bagaimana pandangan 
secara hukum Islam dan KUHPerdata dalam peroses gadai. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraktik gadai yang 
terjadi di desa Gunung Batu serta mengetahui pandangan secara 
hukum Islam dan KUHPerdata dalam peraktik gadai untuk 
menghindari adanya unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. 
 Penelitian ini menggunakan penelitian (field risearch) untuk 
mendapatkan data yang valid. Metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan pustaka. Setelah 
itu maka di analisis menggunakan metode kualitatif dengan metode 
berfikir secara induktif. 
 Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa dalam proses gadai 
hanya digadaikan dalam waktu 2 tahun namun menyimpang dari 
kesepakatan awal dengan penambahan waktu dan syarat dalam gadai 
tersebut, menurut Hukum Islam praktik gadai tersebut tidak 
diperbolehkan oleh syariat Islam karena praktik tersebut mengambil 
manfaat dari kebun tersebut. Dalam subjek dan objek KUHPerdata 
gadai tersebut sudah memenuhi syarat sah dalam dalam KUHPerdata 
dan kegiatan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak. 
 












                            
                 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya”. 
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A. Penegasan Judul 
Sebagai langkah awal untuk memahami skripsi ini guna 
menghindari kesalahpahaman maka perlu adanya uraian dan 
penjelasan pada skripsi ini. Adapun judul pada skripsi ini 
“Tinjauan Hukum Islam Dan KUHPerdata Tentang Praktik 
Gadai Kebun Cokelat (Studi di Desa Gunung Batu 
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)”. Dari 
judul tersebut beberapa istilah terhadap kata-kata yang dianggap 
perlu dijelaskan diantaranya sebagai berikut: 
Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat 
(sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb) perbuatan meninjau.
1
 
Hukum Islam adalah keseluruhan yang terdiri dari 
kumpulan berbagai satuan kaidah dan norma mengenai kasus-
kasus individual yang diatur dalam ketentuan Allah SWT.
2
 
KUHPerdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang 
mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang 
yang lain yang menitikberatkan kepada kepentingan seseorang 




   
Gadai adalah hak yang diperoleh seorang piutang atas 
suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang 
yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang 
memberikan kekuasaan kepada berpiutang itu untuk mengambil 
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada 
orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya 
untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan, 
                                                             
1Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat 
2Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam 
Fikih Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 3. 
3R. Abdoel Djamal, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia 








Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas dapat 
dipahami bahwa yang dimaksud adalah suatu kajian tentang 
praktek gadai kebun cokelat yang terjadi di Desa Gunung Batu 
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran yang dilihat 
dari ketentuan hukum Islam dan KUHPerdata 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Allah SWT telah mengatur kehidupan manusia saling 
membutuhkan dalam kelangsungan hidupnya. Aktivitas yang 
lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya 
yang berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan 
vertikal murni antara manusia dengan Allah. Maka wajar bila al-
Syatibi mengatakan “muamalah berarti interaksi dan komunikasi 
antar orang-orang atau pihak-pihak dalam kehidupan sehari-hari 
dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Muamalah yang dimaksud  adalah kegiatan 
manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau 
bisnis lain yang menggunakan akad langsung maupun tidak 
langsung seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan seterusnya. 
Akad-akad semacam ini secara normatif diatur oleh hukum Islam 
yang disebut dengan fiqh muamalah”.  
Allah telah memerintahkan umatnya untuk saling tolong 
menolong, salah satu dalam ayat yang membahas tentang 
gadai/rahn yaitu Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 283 sebagaimana 
Allah SWT berfirman: 
                       
                      
                                                             




                      
         
”(Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu 
mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh 
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang 
membaca 'ruhunun' bentuk jamak dari rahnun (yang dipegang) 
yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan 
diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya 
penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena 
kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firman-
nya". (Q.S.Al-Baqarah (2) ayat 283). 
Gadai hal yang diperbolehkan. Para ulama juga sepakat 
bahwa gadai (rahn) diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan, sebab 
gadai hanya sebagai jaminan saja ketika keduabelah pihak tidak 
saling mempercayai. Di dalam surat Al-Baqarah 283 
menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap 
memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir.  
Gadai dalam fiqih Islam disebut dengan al-rahn. Secara 
etimologis al-rahn berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal terus-
menerus). Adapun secara terminologis al-rahn adalah 
menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya 
segera dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika 
tidak bisa dikembalikan menurut Pasal 20 ayat (4) rahn/gadai 
adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi 
pinjaman kepada peminjam.  
Pengertian gadai menurut KUHPerdata yang tercantum 
dalam Burgerlijik Wetbook (Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang 
berpiutang atas sesuatu barang bergerak, yang diserahkan 
kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau orang lain atas 
namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang 




didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan 
pengecualian barang untuk melelang barang tersebut dan biaya 
mana yang harus didahulukan (Pasal 1150 KUHPerdata).
5
 
Gadai menurut syariat Islam selain berbeda dengan 
pengertian  KUHPerdata pengertian gadai juga berbeda dengan 
hukum adat. Dapat dipahami bahwa gadai menurut ketentuan 
hukum Islam adalah kombinasi pengertian gadai yang terdapat 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, 
terutama menyangkut objek perjanjian gadai menurut syariat 
Islam meliputi barang yang memiliki nilai harta, dan tidak 
dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak ataupun tidak 
bergerak. 
Rukun rahn  ada empat, yaitu pemberi gadai (rahin) 
penerima gadai (murtahin), barang jaminan (marhim) dan utang 
(marhim bihi). sementara rukun  rahn adalah dua pihak yang 
berakad, akad rahn barang jaminan (marhin) dan utang (marhin 
bihi). Tidak boleh menyia-nyiakan manfaat suatu barang 
meskipun barang gadaian. 
Menurut pendapat kalangan ulama Hanafiyah pihak yang 
menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah di 
gadaikannya, apapun bentuknya baik kendaraan, tempat tinggal 
ataupun lainnya kecuali penerima gadai mengizinkannya. Hal ini 
berlaku juga untuk penerima gadai, tidak boleh memanfaatkan 
barang gadai tanpa persetujuan dari pihak penggadai.
6
 Fungsi 
gadai dalam Islam adalah semata mata untuk memberikan 
pertolongan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk 
marhun sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil 
dengan mengambil keuntungan sebesar besarnya.
7
 
Salah satu praktik gadai kebun cokelat di desa Gunung 
Batu Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. 
                                                             
5Abdul Ghofur Ansori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia 
(Yogyakarta: Citra Media, 2006), 75-76. 
6Ibid.,199.  
7Nurul Huda Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam (Jakarta: Kencana 




Masyarakat di desa tersebut berpenghasilan sebagai petani kebun 
salah satunya kebun cokelat. Awalnya  gadai dalam desa tersebut 
adalah karena pihak penggadai (rahin) tidak mempunyai uang 
lalu penggadai menggadaikan kebunnya kepada sipenerima gadai 
(murtahin), pada umumnya gadai tersebut disertai dengan 
pemanfaatannya.  
Praktik ini menunjukan adanya tidak sejalan dengan 
perjanjian di awal pada praktik ini penggadai (rahin) 
menggadaikan kebunnya selama kurun waktu 2 tahun dalam 
proses gadai tersebut murtahin boleh mengambil manfaat dari 
kebun tersebut. Namun adanya kegagalan dalam hasil panen 
salah satunya disebabkan karena adanya penyakit pada buah 
cokelat pada tahun ke 2.  
Saat berjalannya waktu saat waktu tempo gadai sudah 
berakhir si penerima gadai (murtahin) tidak ingin mengembalikan 
kebun coklat pada saat itu kepada pihak penggadai (rahin) 
dikarenakan si pemegang gadai (murtahin) mengalami kerugian 
atas menyusutnya hasil panen buah  cokelat pada tahun ke 2. 
Karena murtahin sudah mengeluarkan biaya banyak untuk 
perawatan kebun cokelat, seperti pupuk agar buah cokelat 
tumbuh subur serta melakukan penyemprotan pembasmi hama. 
Banyaknya pengeluaran pada tahun ke 2 tidak sesuai dengan 
pengeluaran untuk perawatan kebun cokelat tersebut. Akhirnya 
terjadi keluarnya dari kesepakatan awal bahwa kebun cokelat 
hanya di gadai selama 2 tahun namun pihak penggadai (rahin) 
menyetujui adanya penambahan waktu terhadap gadai tersebut 
dengan syarat hasil dari panen kebun cokelat tersebut dibagi 
kepada rahin 20%. Akhirnya murtahin menyetujui syarat tersebut 
karena murtahin tidak ingin mendapatkan kerugian. 
Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik meneliti judul 
tersebut, bertujuan untuk mengamati dan menelaah lebih jauh lagi 
penyebab pada masalah ini. Berdasarkan dari latar belakang di 
atas maka penyusun mengambil judul penelitian, yaitu: 




Gadai Kebun Cokelat (Studi Kasus Di Desa Gunung Batu 
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).  
  
C. Fokus Penelitian 
Untuk lebih memfokuskan masalah yang akan diteliti 
lebih terarah, maka penulisan dalam skripsi ini akan terfokus 
pada tinjauan hukum Islam dan KUHPerdata tentang praktik 
gadai kebun coklat di desa Gunung Batu Kecamatan Gedong 
Tataan Kabupaten Pesawaran. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, 
adapun pokok masalah yang ingin dibahas dalam skripsi ini 
adalah:  
1. Bagaimana praktik gadai kebun cokelat Desa Gunung Batu 
Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan KUHPerdata tentang 
praktik gadai kebun cokelat di Desa Gunung Batu Kecamatan 
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran? 
 
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana praktik gadai kebun cokelat 
yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Batu. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan 








F. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoris, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 
bermanfaat untuk ilmu pengetahuan  masyarakat agar lebih 
memahami terutama dalam bidang hukum Islam. 
2. Secara praktis,  penelitian ini diharapkan bisa menjadi 
masukan agar lebih memahami tentang praktik gadai 
khususnya pada studi Hukum Ekonomi Syariah.  
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relavan 
Beberapa penelitian sudah banyak yang membahas 
tentang gadai. Adapun penelitian terdahulu yang relevan sebagai 
informasi dari penulisan penelitian yang akan dikaji yaitu sebagai 
berikut:  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ma’arifah jurusan Hukum 
Ekonomi Syaiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo 2018 dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Praktek Gadai Kebun Kelapa di Desa Jaya Bakti 
Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Provinsi Riau 
Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (filed 
research). Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
pendekatan penelitian secara kualitatif yaitu prosedur yang 
lebih menekankan pada aspek proses yang dilihat dengan 
tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Peneliti melakukan 
pengamatan secara langsung dengan melihat tata cara dalam 
praktik gadai kebun peneliti juga melakukan wawancara 
dengan kedua belah pihak. Menurut ulama Hanafiyah 
pemanfaatan barang gadai diperbolehkan atas izin pemberi 
gadai dan itu bukan riba karena pemanfaatan gadai tersebut 
atas izin. Akan tetapi di Jaya Bakti kurang sesuai karena orang 
yang menerima gadai itu memanfaatkan barang gadai dengan 
semaunya sendiri dan ditentukan batas waktu.
8
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Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas 
gadai dan cara praktik dalam gadai tersebut penelitiannya 
sama-sama menggunakan penelitian lapangan (field risearch) 
perbedaannya adalah penulis membahas bagaimana 
pandangan secara KUHPerdata dan hukum Islam dan peneliti 
hanya membahas gadai secara hukum Islam dan letak lokasi 
penelitiannyapun berbeda. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Deka Amilia Sari Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung 2018 dengan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian Antara Penggadai 
dan Penerima Gadai dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam 
di Desa Tanjungraya Kecamatan Waytenong. Penelitian ini 
menggunakan penelitian lapangan (Field Research) penelitian 
ini bersifat deskriftif, penelitian dilakukan secara langsung 
melalui wawancara. Peneliti mengatakan praktik Gadai yang 
terjadi di desa tersebut tidak sesuai dengan sebagaimana 
mestinya. pada dasarnya di dalam transaksi gadai tujuan 
adanya barang gadai hanya untuk jaminan kepercayaan dan 
jaminan atas uang yang dipinjam oleh penerima gadai, dan 
bukan untuk memberi keuntungan terhadap penerima gadai. 
Ketika penerima gadai meminta bagian hasil kebun karena 
adanya transaksi utang diantara mereka, itu berarti penerima 
gadai mengambil keuntungan dari utang yang dia berikan. 




Persamaan penelitian ini adalah sama-sama 
membahas tentang gadai dan hukum gadai, serta penelitian 
yang di lakukan menggunakan penelitian lapangan (field 
risearch) namun perebedaannya adalah peneliti membahas 
tentang ketidakjelasan dalam peroses gadai sedangkan 
penelitian ini membahas keluarnya kesepakatan di awal gadai 
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serta lokasi penelitian berbeda, serta lokasi dalam penelitian 
berbeda. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nina Amanah Fakultas 
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang 2017 dengan skripsi yang berjudul Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah di desa 
Sindangjaya Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan 
penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan 
(Field Risearch). Data penelitian diambil secara langsung 
melalui observasi dan wawancara secara sadar dan terarah 
bertujuan memperoleh informasi yang akurat. Perjanjian gadai 
pada dasarnya perjanjian utang piutang, riba akan terjadi 
dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa rahin 
harus memberikan tambahan kepada murtahin ketika 
membayar utangnya, atau ketika menerima syarat-syarat 
kemudian syarat tersebut dilaksanakan. Kasus gadai yang 
terjadi pada masalah ini adalah proses gadai yang terjadi 
hanya melalui kesepakatan tanpa adanya bukti tertulis dari 
kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini membuat 
kesepakatan secara lisan bahwa pengembalian hutang itu 
harus disetarakan dengan harga gabah pada saat pengembalian 
uang, namun berapa lamanya gadai tersebut tidak di tentukan. 
Selama pemilik lahan atau sawah itu tidak melunasi utangnya 
maka si penerima gadai itu tetap dapat memanfaatkan lahan 
tersebut. Namun akad gadai ini tidak ada kejelasan berapa 
nominal uang yang harus dibayarkan ketika pengembalian 
utang karena pelunasan ini distandarkan pada harga gabah. 
Sehingga bisa saja pemegang gadai dapat membayarkan 
untang dengan lebih atau kurang dari nominal yang 
dipinjamkan di awal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 
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Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama 
melakukan kesepakatan secara lisan antara penerima gadai 
dan pemilik gadai, sedangkan perbedaannya adalah pada 
peneliti akad gadai yang dilakukan tidak ada kejelasan 
sehingga membuat peroses gadai tersebut adanya kerugian di 
antara salah satu pihak namun perbedaan pada penelitian ini 
adanya penambahan waktu dalam proses gadai yang keluar 
dari kesepakatan awal, lokasi penelitian juga sama-sama 
berbeda. 
 
H. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 
ditempuh melalui serangkaian peroses yang panjang. Titik tolak 
penelitian bertumpu pada minat untuk mengetahui atau masalah 
fenomena sosial yang timbul karena berbagai rangsangan, dan 
bukannya pada metodologi penelitian.
11
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan).12 
Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Sebagai pendukung penelitian ini menggunakan penelitian 
kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang 
dilaksanakan dengan literatur kepustakaan dengan 
menggunakan referensi yang ada di perpustakaan dan jurnal-
jurnal  yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti, 
baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil dari 
penelitian terdahulu. 
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2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara 
bertahap dan berlapis dengan kualitatif. Bersifat deskriptif 
adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal 
lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam 
bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan 
menginterprestasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.
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Penelitian ini yang menjelaskan atau menggambarkan secara 
tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 
kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data 
penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang 
lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya 
yang terjadi di lapangan. 
3. Sumber Data Penelitian  
Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan 
hukum yang terkait dengan praktik gadai kebun cokelat serta 
sesuatu yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 
a. Data Primer  
Data yang diambil langsung tanpa melalui 
prantara. Biasanya dapat dilakukan melalui wawancara 
atau observasi. Data primer yang diambil dari penelitian ini 
adalah bagaimana praktik gadai kebun cokelat ditinjau dari 
hukum Islam dan KUHPerdata. Data ini diambil melalui 
wawancara langsung dengan narasumbernya. 
b. Data skunder 
Data yang diambil secara tidak langsung dari 
narasumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari 
dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, 
majalah) atau mendapatkan informasi dari orang lain, data 
yang diambil dari orang lain ini adalah praktik gadai kebun 
                                                             





cokelat di Desa Gunung Batu Kecamatan Gedong Tataan 
Kabupaten Pesawaran terkait Hukum Ekonomi Syariah. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Untuk mendapatkan data secara lengkap perlu 
adanya pengumpulan data. Salah satunya adalah dengan 
melakukan wawancara. 
a. Wawancara  
Wawancara adalah mengumpulkan suatu data 
melalui percakapan antara 2 orang atau lebih untuk 
menanyakan  suatu permasalahan atau data yang ingin 
ditanyakan. Wawancara yang dilakukan adalah pemilik 
kebun atau pemberi gadai (rahin) dan penerima gadai 
(murtahin) kedua belah pihak dalam studi kasus gadai 
kebun cokelat. 
b. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah Metode mencari data 
mengenai hal hal yang terkait dalam masalah ini. 
5. Metode Pengolahan Data 
a. Editing 
Pemerikasaan kembali data yang dikumpulkan 
baik segi relansinya, kejelasan, makna kelarasan antara 
satu dengan yang lainnya dan keragaman masing-masing 
data untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah 




Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap 
data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah 
dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang 
diperoleh. Bertujuan untuk menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah 
dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah 





diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-
kategori dan urutan masalah. 
6. Metode Analisis Data  
Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan 
dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh suatu 
kesimpulan penelitian. Dalam menganalis data dan menarik 
kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik 
kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu menarik 
kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa 
yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang 
khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.
15
 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan 
hukum Islam dan KUHPerdata Tentang gadai kebun cokelat 
yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Penyusun membagi pembahasan menjadi beberapa 
bagian, adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut: 
BAB I: Pendahuluan merupakan pola dasar dari 
keseluruhan isi skripsi yang menguraikan tentang penegasan 
judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peenelitian, kajian 
penelitian terdahulu yang relavan, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. Bab ini merupakan bab awal yang 
mengantarkan pembahasan ke bab selanjutnya karena bab 
pertama adalah awal titik pokok permasalahan peneliti. 
BAB II: Merupakan bab yang membahas tentang 
teori/pendekatan secara komperhensif berisikan penjelasan 
tentang gadai (rahn) salah satunya membahas tentang pengertian 
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dasar hukum, akad gadai, syarat, rukun gadai, pemanfaatan gadai, 
dan pendapat ulama. 
BAB III: Merupakan bab yang membahas tentang objek 
gadai yang meliputi tentang sejarah berdirinya desa Gunung 
Batu, keadaan Geografis, Keadaan sosial ekonomi penduduk 
serta pelaksanaan gadai di desa Gunung Batu. 
BAB IV: Merupakan bab yang membahas tentang hasil 
penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pelaksanaan gadai 
dalam persepektif hukum Islam dan KUHPerdata. 
BAB V: Bab ini adalah bab akhir yang merupakan 
















A. Gadai Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Gadai  
Menurut bahasa, gadai (al-rahn) berarti al-tsubut dan 
al-habs yaitu penetapan dan pemahaman.16 Secara 
terminologis, al-rahn adalah menjadikan harta benda sebagai 
jaminan agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau 
dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. 
Rahn menurut istilah adalah menjadikan sesuatu benda 
bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan utang, 




Hal itu berdasarkan pada firman Allah SWT dalam 
Q.S.Al-Muddasir (74) Ayat 38 sebagai berikut:  
           
Artinya: “tiap-tiap dari yang bertanggung jawab atas apa 
yang telah diperbuatnya”.(Q.S. Al-Muddasir (74) Ayat 38) 
Pengertian lain, al-rahn adalah suatu jenis perjanjian 
untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. 
Menurut Sayyid Sabiq, rahn  adalah menjadikan barang yang 
mempunyai nilai harta menurut syara‟ sebagai jaminan utang, 
sehingga orang yang bersangkutan boleh  
mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari 
manfaat barang itu. Hal ini merupakan pengertian secara 
praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu 
biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik 
berupa jaminan barang bergerak maupun barang berupa benda 
tidak bergerak.  
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Dari pengertian gadai di atas, ada beberapa definisi 
rahn (gadai) menurut mazhab dan para ahli hukum Islam, 
sebagai berikut: 
a. Menurut Syafi’iyah 
Rahn adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual 
sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang 
berhutang tidak sanggup membayar utangnya. 
b. Menurut Hanabilah 
Rahn  adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan 
suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang 
berutang tidak sanggup membayar utangnya. 
c. Menurut Malikiyah 
     Rahn adalah suatu yang bernilai harta (mumawwal) yang 
diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas 
utang yang tetap (mengikat).
18
 
d. Ahmad Azhar Basyir 
 Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai 
tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai 
menurut pandangan syara‟ sebagai tanggungan marhun 
bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh 
atau sebagian utang dapat diterima.
19
 
e. Muhammad Syaf’i Antonio 
Gadai syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta 
milik nasabah (rahin) sebagai jaminan (marhun) atas 
utang/ pinjaman (marhun bih) yang diterimanya. Marhun  
tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak 
yang menahan atau menerima gadai (murtahin) 
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memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali 
seluruh atau sebagian piutangnya.
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f. Menurut Sayyid Sabiq  
 Ar-Rahn adalah menahan salah satu hak milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang 
yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan 
demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk 
dapat mengambil kembali seluruh atau sebagai piutang. 
Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah 
jaminan utang atau gadai.
21
 
g. Menurut Rahmat Syafi’i  
 Gadai merupakan penahan terhadap sesuatu barang dengan 




Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami tentang 
gadai sebagai berikut: 
1) Barang gadai harus sesuatu yang bernilai harta atau barang 
yang dapat dijualbelikan. 
2) Barang gadai berfungsi sebagai barang jaminan atas utang. 
3) Barang gadai akan dikembalikan bila barang sudah lunas 
dibayarkan. 
4) Barang gadai akan dijual, bila si rahin tidak sanggup 
membayar utangnya kepada  murtahin. 
5) Barang gadai bisa dalam bentuk benda bergerak dan benda 
tidak bergerak. 
6) Prinsip dasar rahn yakni tolong-menolong. 
Hukum Islam tidak dikenal “bunga uang”, dengan 
demikian transaksi rahn pemberi rahn tidak dikenakan 
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tambahan pembayaran atas pinjam meminjam yang telah 
diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi 
penerima rahn untuk memperoleh imbalan berupa sewa 
tempat penyimpanan marhun (barang jaminan/agunan). 
Firman Allah:  
                         
                      
                           
                      
                            
         
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar 
kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan 
binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi 
Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan 
keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah 
menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. 
dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada 
sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi 
kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 
aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah 
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 




pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 
(Q.S. Al-ma’idah (5) ayat 2) 
 
Jika memperhatikan pengertian gadai (rahn) di atas 
maka tampak bahwa fungsi dari akad perjanjian antara pihak 
peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk 
memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan 
keamanan untuk uang yang dipinjamkan. Karena itu, rahn 
pada prinsipnya merupakan kegiatan utang piutang yang 
murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku  fiqh mu‟amalah 




2. Dasar Hukum Gadai 
Para ulama fikih mengemukakan bahwa 
menggadaikan barang boleh hukumnya baik di dalam hadlar 
(kampung) maupun di dalam perjalanan hukum ini disepakati 
oleh umum mujtahidin.24 Akad rahn diperbolehkan oleh syara 
dengan berbagai dalil al-Qur‟an, As-Sunnah dan ijma: 
a. Al-Qur’an 
Firman Allah yang tercantum dalam surat Al-
Baqarah (2) ayat 283 digunakan sebagai dasar untuk 
membangun perjanjian gadai: 
                      
                      
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24 Teuku Muhammad Hasby Shiddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam 




                       
          
 “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang 
penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika 
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya. Dan, barangsiapa yang menyembunyikannya, 
maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya 
dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.25 
(Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 283) 
 
Muhammad Ali al-Sayis berpendapat bahwa kata 
rahn dalam Q.S al- Baqarah ayat 283 adalah petunjuk 
untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam transaksi 
utang-piutang berjangka. Kehati-hatian ditujukan dengan 
cara menjamin sebuah barang kepada orang yang 
berpiutang (murtahin). Bila transaksi dilakukan saat kedua 
belah pihak dalam perjanjian (musafir), maka transaksi 
tersebut harus dicatat dihadapan saksi. Bahkan ia menggap 
bahwa adanya barang jaminan, rahin telah melampaui 




 Para ulama telah sepakat bahwa rahn itu boleh, 
mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya. 
Demikian pula landasan hukumnya, Jumhur berpendapat 
                                                             
25Departemen Agama RI, Al-Qur‟an Terjemah Per-kata (Bandung: Syamil 
Internasional, 2007), 49. 
26Ade Sofiyan, Kedudukan Sistem Penggadaian Syariah dalam Sistem Hukum 




bahwa rahn itu disyariatkan pada waktu berpergian 
maupun tidak waktu berpergian. Hal ini berorentasi 
terhadap perbuatan Rasul SAW, yang dilakukan oleh orang 
Yahudi dan Madinah.  
Mujahid, Adh Dahhak dan semua 
penganutnya/pengikutnya Mazhab Az-Zahiri berpendapat, 
bahwa rahn  itu disyaratkan pada saat bepergian. 
Keterkaitan antara utang-piutang dengan rahn, adalah di 
antara peminjam tidak terjadi saling percaya, atau 
kepercayaan tersebut disertakan dengan syarat. Atau untuk 
menguatkan kepercayaan di antara keduanya maka di 
situlah fungsi dari rahn. Jadi, selama keduanya saling 
percaya, maka rahn tersebut tidak merupakan dianjurkan, 
dalam arti akad pinjam meminjam tersebut tetap sah, 
meskipun disertai barang rahn.27   
Firman Allah Ta’ala: “maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. Ayat 
ini yang dijadikan sebagai dalil yang menunjukan bahwa 
jaminan harus merupakan suatu yang dapat dipegang. 
Sebagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Jumhur Ulama, 
dan ulama lainnya yang menjadikan ayat tersebut sebagai 
dalil bahwa barang jaminan itu harus berada di tangan 
orang yang memberikan jaminan gadai. Ini merupakan 




Adapun fungsi gadai (marhun) pada ayat di atas 
adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, 
sehingga penerima gadai (rahin) beritikad baik untuk 
mengembalikan barang pinjamnya (marhun bih) dengan 
menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya 
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28 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir 









Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai 
jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau 
dengan ayat ini  dikaitkan dengan perjalanan, ini bukan 
berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan ketika 
dalam perjalanan Nabi SAW, pernah menggadai baju besi 
kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang 
berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata 
dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan 
penulis ketika dalam perjalan.
30
 
b. As-Sunnah  
Dalil diperbolehkannya ar-rahn selain telah 
disebutkan di dalam Al-Qur’an juga dapat berlandaskan 
pada sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan 
pendapat diperbolehkannya ar-rahn yang terdapat di dalam 
Al-Qur’an. 
Landasan dari hadist Rasulllah SAW. Diterangkan 
bahwa suatu hari beliau pernah membeli makanan tidak 
secara kontan dari seorang Yahudi dengan menukar baju 
besinya sebagai angunan (jaminan).  
 
ثَنَا اْْلَءهُش قاََل لن ثناَ ءبُد اْلَىاِحِدَحدَّ حدَّثنآ ُمءلَّى بُن أَثٍَد حدَّ
ثَنًِ اْْلَْسَىُدَءْن  لَِن فَقََل َحدَّ هَن فًِ اسَّ تََذاَكْزنَاِءْنَدإْبَزاِهٍَن الزَّ
ًَّ َصلَّ   ى هللا ءلٍه وَساَّمَ آأَِشةَ َرِضٍَاهللاٌءْنهَا. أَنَّ النَّبِ
        أَجٍل َوَرهَنَهُ ِدْرًءِهْن َحِدٌدٍ  ِدًيّ إلَىىهُ ٌَ اْشتََزىطَءهاً ِهْن 
                            
"Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin 
Asad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah 
                                                             
29Andrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Penerbit Alfabeta, 2011), 
178. 
30M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an/ M. 




menceritakan kepada kami Al A'masy berkata kami 
membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (salam) 
di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan 
kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 
'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar 
beliau pada waktu tertentu dikemudian hari dan beliau 
menjaminkannya (gadai) dengan baju besi" 
Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa 
Islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan 
non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang 
muslim tetap wajib membayar hutangnya kepada   non 
muslim. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu 
diperbolehkan. Mereka tidak mempertentangkan 
kebolehannya, demikian pula landasan hukumnya. 
Jumhur ulama berpendapat disyariatkanya gadai dalam 
waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, 
berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah SAW, 




Dasar hukum ar-rahn selain atas dasar firman 
Allah Swt dan Hadist Nabi, rahn juga dituliskan atas dasar 
ijma. Jumhur ulama telah sepakat bahwa setatus hukum 
gadai (ar-rahn) diperbolehkan dalam bermuamalah.32 Rahn 
dapat dilakukan baik dalam bepergian (safar) maupun 
tidak dalam safar.33 
Ijma ini berlandaskan pada al-Qur’an surah al-
Baqarah ayat 283 dan hadist yang diriwayatkan oleh 
Bukhari dan muslim tentang kisah nabi Muhammad SAW. 
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Beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi 
untuk mendapatkan makanan. 
3. Rukun dan Syarat Gadai 
Suatu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat maka 
akad tersebut tidak sah hukumnya, dalam melaksanakan suatu 
perikatan telah diketahui bahwa terdapat rukun dan syarat gadai 
yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat telah diatur dalam syara‟ 
(hukum Islam) sehingga gadai dapat dikatakan sah, berikut ini 
adalah penjelasan hukum dan syarat gadai. 
a. Rukun Gadai 
Sebelum dilakukan rahn¸ terlebih dahulu dilakukan 
akad. Akad menurut Mustofa az-Zarqa adalah ikatan secara 
hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak 
yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak 
yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. 
Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing 
diungkapkan dalam suatu akad.  
Rahn memiliki empat unsur, yaitu rahin, murtahin, 
marhun dan marhun bih. Rahin adalah orang memberi rahn, 
murtahin adalah orang yang menerima rahn, marhun  atau 
rahin adalah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang, 
dan  marhun bih  adalah hutang. Akan tetapi untuk 
menetapkan rukun rahn. Hanafiah tidak melihat dari empat 
unsur tersebut, melainkan melihat pernyataan yang 
dikeluarkan oleh para pelaku rahn, yaitu rahin dan murtahin. 
Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, 
Hanafiah menyatakan bahwa rukun rahn adalah ijab dan qabul 
yang dinyatakan oleh rahin dan murtahin.34 
Hanafiyah berpendapat bahwa rukun rahn hanya satu 
yaitu, siqhoh karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun 
                                                             




selain siqhoh, bukan termasuk substansi rahn. Demikian dari 
pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.
35
 
Kesepakatan dalam perjanjian penggadaian suatu 
barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad 
pinjam meminjam atau utang-piutang, karena tidak akan 
terjadi dan tidak ada alasan lain seorang menggadaikan barang 
atau bendanya jika tidak terdapat utang yang dimilikinya. 
Utang-piutang sendiri hukumnya adalah mubah bagi orang 
yang berutang dan sunnah bagi yang mengutangi karena 
sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib 




Ulama fiqh  berbeda pendapat dalam menentukan 
rukun gadai. Adapun menurut Jumhur ulama rukun gadai 
memiliki empat unsur yaitu: 
1) Siqhat (lafal ijab  dan qabul), adalah kesepakatan antara 
rahin dan  murtahin dalam melaksanakan transaksi gadai. 
2) Ar-Rahin dan Al-Murtahin, Ar-rahin (orang yang 
menggadaikan) yaitu orang yang telah dewasa, berakal dan 
bisa dipercaya. Al-murtahin (yang menerima gadai) yaitu 
orang, pihak bank atau lembaga yang dipercaya oleh pihak 
rahin untuk memperoleh modal dengan barang jaminan 
(gadai). 
3) Al-marhun, (harta yang dijadikan agunan) yaitu barang 




4) Al-marhun bih, (utang) yaitu sejumlah dana yang diperoleh 
rahin  dan murtahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. 
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b. Syarat Gadai 
Setiap akad, unsur dan rukun harus memenuhi syarat, 
berkaitan dengan gadai, syarat bagi para pihak yang berakad 
sama halnya dengan syarat dalam akad lainnya. 
1) Persyaratan Aqid  
Kedua orang yang akan melakukan akad harus 
memenuhi kriteria al-ahliyah. Menurut ulama 
Syafi‟iyahliyah adalah  orang yang telah sah untuk 
melakukan jual beli, yakni berakal mumayyiz, tetapi tidak 
disyaratkan harus baliqh. Dengan demikian, anak kecil 
yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan 
izin dari walinya diperbolehkan melakukan rahn. 
Menurut ulama Hanafiyah, aliyah dalam rahn 
seperti pengertian ahliyah dalam jual beli. Rahn tidak 
boleh dilakukan oleh orang mabuk, gila, bodoh, atau anak 
kecil yang belum baligh. Begitu pula seorang wali tidak 
boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, 
kecuali jika dalam keadaan mudharat dan meyakini 
pemegangnya dapat dipercaya.
38
 Ahli tasharuf  yaitu rahin 
dan murtahin mampu membelanjakan harta dan memahami 
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
39
 
Cakap bertindak menurut hukum artinya pihak-
pihak yang melakukan akad gadai mempunyai pengertian 
bahwa pihak rahin dan murtahin cakap melakukan 
perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, 
berakal sehat, dan mampu melakukan akad.
40
 
2) Syarat Shighat 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shighat 
dalam rahn tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan 
dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab rahn jual-beli, 
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jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan 
rahn tetap sah. Adapun menurut ulama selain 
Hanafiyah, syarat dalam rahn ada yang sahih dan yang 
rusak. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa syarat 
dalam rahn ada tiga yaitu: 
(a) Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar murtahin 
cepat membayar sehingga tidak disita. 
(b) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, 
seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan 
jaminannya diberi makanan agar hewan yang 
dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu 
syarat seperti batal, tetapi akadnya sah. 
(c) Syarat yang merusak akad, seperti yang 
mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan 
murtahin. 
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat 
rahn terbagi menjadi dua, yaitu rahn sahih dan rahn 
fasid. Rahn fasid adalah rahn yang di dalamnya 
mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan atau dipanglingkan pada sesuatu yang 
haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di 
bawah tanggung jawab rahin.41 
Siqhat ijab dan qabul adalah siqhat aqdi atas 
perkataan yang menunjukan kehendak kedua belah 
pihak, seperti kata “saya gadaikan ini kepada saudara 
untuk utangku yang sekian kepada engkau”. Siqhat aqdi 
memerlukan tiga ketentuan (urusan) pokok,
42
 yaitu:  
(a) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya sehingga 
dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
43
 
Misalnya, orang yang telah berhutang 
mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah 
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habis dan hutang belum dibayar, maka jaminan 
atau rahn  diperpanjang satu bulan. Sementara 
jumhur ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu 
ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, 
maka syarat itu dibolehkan. Tetapi apabila syarat 
itu bertentangan dengan tabiat akad rahn, maka 
syaratnya batal. Perpanjangan rahn satu bulan 
dalam contoh di atas termasuk syarat yang tidak 
sesuai dengan tabiat rahn. Karenanya syarat 
tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan 
itu misalnya, sahnya rahn, pihak pemberi hutang 




(b) Antara ijab dan qabul harus sesuai 
(c) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan 
berada di tempat yang sama jika kedua pihak 
hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui 
oleh keduanya. 
Bersambungnya akad dapat diketahui dengan 
adanya sikap saling mengetahui di antara kedua pihak 
melangsungkan akad, seperti kehadiran keduanya di 
tempat yang sama atau berada di tempat berbeda, 
tetapi dimaklumi keduanya. 
45
  
Namun demikian siqhat dapat pula dilakukan 
dengan menggunakan isyarat bagi pihak-pihak 
tertentu. Dalam hal ini seperti dijelaskan TM. Hasby 
ash-Shiddieqy dalam karyanya bahwasanya isyarat 
bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama 
dengan ucapan penjelasan dengan lidah).
46
 
Selanjutnya bahwa dalam pelaksanaannya, 
siqhat yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh 
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digantungkan (mu‟allaq) dengan syarat tertentu yang 
bertentangan dengan substansi akad gadai (rahn), 
serta siqhat ini tidak boleh digantungkan dengan 
waktu dimasa mendatang. 
3) Al-Marhun (barang yang digadaikan) 
Para fuqaha berpendapat, bahwa setiap harta 
benda (al-mal) yang sah diperjualbelikan, berarti sah 
pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (marhun). 
Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat 
kebendaan (ainiyah), karena itu gadai dikatakan 
sempurna apabila telah terjadi penyerahan objek akad 
(marhun). Dalam perjanjian gadai, benda yang 
dijadikan objek jaminan tidak harus diserahkan secara 
langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. 
Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang 
dapat dipindahkan (mal al-manqul), sedangkan 
penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada 
harta yang tidak bergerak (mal al-uqar). Menjadikan 
bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran utang 




 Barang yang digadaikan itu merupakan barang 
yang tidak cepat rusak dan adanya utang tidak memiliki 
tempo yang sangat lama sehingga barang gadaian 
menjadi rusak sebelum jatuh tempo utang, baik si 
penggadai menentukan syarat tidak adanya penjualan 
barang gadaian atau dia tidak menentukan syarat 
apapun. Apabila si penggadai menentukan syarat 
penjualan barang gadaian sebelum barang itu menjadi 
rusak, atau barang itu tidak akan rusak sebelum jatuh 
tempo, maka penggadaian barang ini sah.
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Ulama Hanafiyah menyaratkan marhun, antara 
lain: 
(a) Dapat diperjual belikan 
(b) Bermanfaat 
(c) Jelas 
(d) Milik rahin 
(e) Bisa diserahkan  
(f) Tidak bersatu dengan harta lain. 
4) Marhun Bih (utang) 
Marhun bih adalah syarat yang diberikan ketika 
melakukan akad rahn. Rahmad Syafe’i memberikan 
beberapa syarat utang yang harus dipenuhi yaitu:
49
 
a. Marhun bih hendaklah barang yang wajib 
diserahkan. Menurut ulama selain Hanafiyah, 
marhun bih hendaklah berupa utang yang wajib 
diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, 
baik berupa barang ataupun barang. 
b. Marhun bih (memungkinkan dapat dibayarkan), jika 
marhun bih  tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi 
tidak sah, menyalahi maksud dan tujuan dari 
disyariatkannya rahn. 
c. Hak atas marhun bih harus jelas, demikian tidak 
boleh  memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan 
utang mana yang menjadi gadai.  
Syarat marhun bih  atau utang dalam 
melaksanakan akad gadai menurut Nasroen Haroen ada 
tiga syarat bagi marhun bih yaitu: 
1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada 
orang tempat berhutang 
2) Hutang itu boleh dilunasi dengan jaminan  
                                                             




3) Hutang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan 
murtahin.50 
4. Jenis-jenis Akad Gadai  
a. Jenis Gadai Qard Al-Hasan 
Akad qard al-hasan adalah suatu akad yang dibuat 
oleh pihak pemberi gadai dengan penerima gadai. Dalam hal 
ini transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk 
mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. 
Maksud dari hal tersebut, pemberi gadai rahin dikenakan 
biaya berupa upah/ fee. 
Dari penerima gadai (murtahin), akad qard al-hasan, 
pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain 
administrasi. 
Ketentuan biaya administrasi dimaksudkan 
berdasarkan cara: 
1) Biaya administrasi harus dinyatakan dalam nominal, bukan 
presentase  
2) Biaya administrasi harus bersifat jelas, nyata dan pasti 
serta terbatas dalam hal-hal mutlak yang diperlukan dalam 
akad atau kontrak. Selain itu mempunya mekanisme dalam 
bentuk: 
(a) Harta benda yang digadaikan oleh rahin berupa 
barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan 
jelas menjualnya dan berupa barang bergerak seperti 
emas, barang-barang elektronik, dan sebagainya. 
(b) Tidak ada pembagian keuntungan bagi hasil.51 
b.  Jenis Gadai Akad Mudharabah 
Akad mudharabah adalah suatu akad yang dilakuan 
oleh pihak pemberi gadai (rahin) dengan penerima gadai 
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(murtahin). Pihak pemberi gadai (rahin) atau orang yang 
menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk 
menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. 
Akad yang dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberi 
bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada 




Apabila harta benda yang digadaikan itu dapat 
dimanfaatkan oleh penerima gadai, maka dapat diadakan 
kesepakatan baru mengenai pemanfaatan harta benda 
gadaian berdasarkan akad yang dapat disesuaikan dengan 
jenis harta benda gadaian. Namun, jika pemelik harta gadai 
tidak berniat memanfaatkan harta benda yang dimaksud, 
penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat 
dari barang itu dan hasilnya diberikan sebagian kepada 
pemberi gadai berdasarkan kesepakatan. 
Akad mudharabah mempunyai ketentutan, yaitu: 
1) Jenis barang dalam akad mudharabah yang dimaksud 
adalah semua jenis barang yang dimanfaatkan, baik 
berupa barang bergerak maupun tidak bergerak seperti 
sepeda motor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan 
maupun jenis barang lainnya. 
2) Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai 
adalah keuntungan sesudah dikurangi biaya pengelolaan. 
Sementara ketentuan presentasi misbah bagi hasil 
sesuai dengan kesepakatan antara pemilik barang gadai 
(rahin) dengan pengelola barang gadai (murtahin). Selain 
hal dimaksud, dapat juga berarti bahwa pihak pemberi gadai 
(rahin) memberikan hasil keuntungan kepada penerima 
gadai (murtahin) bila pijaman uang tunai yang dimaksud 
menjadi modal usaha.  
 
                                                             




c. Jenis Gadai Akad Ba’i Muqayyadah 
Akad ba‟i muqayyadah adalah akad yang dilakukan 
oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola 
barang gadai agar harta benda yang dimaksud mempunya 
manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk 
modal kerja, untuk memperoleh dana pinjaman nasabah harus 
menyerahkan harta benda sebagai jaminan berupa barang-
barang yang dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh 
rahin maupun murtahin 
Nasabah dapat memberikan keuntungan berupa mark 
up atas barang dibelikan oleh murtahin atau penerima gadai 
dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah 
dengan akad jual beli sehingga murtahin dapat mengambil 
keuntungan berupa margin  dari penjualan barang tersebut 
sesuai kesepakatan antara keduanya. 
d. Jenis Gadai Akad Ijarah 
Akad ijarah adalah akad yang objeknya merupakan 
penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu 
pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang 
menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk 
menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian 
berupa kompensasi. 
Berdasarkan akad yang dimaksud, penerima gadai 
(murtahin) dapat meyewakan tempat penyimpanan barang 
(deposit box) kepada nasabahnya, barang titipan dapat berupa 
harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak 
menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut 
muajir (penggadaian) sedangkan nasabah (penyewa) disebut 
mustajir, dan sesuatu yang dapat diambil manfaat disebut 
mojor, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut 
ajaran atau ujrah. 
Pelaksanaan akad ijarah yang dimaksud, berarti rahin 
memberikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak 




Karena itu, untuk menghindari terjadinya  riba dalam transaksi 
ijarah maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah 
harus memenuhi persyaratan, yaitu: 
1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase 
2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-
hal yang mutlak diperlukan untuk teransaksi ijarah 
3) Tidak terdapatnya tambahan biaya yang tercantum dalam 
akad. 
e. Jenis Gadai Akad Musyarakah Awal Al-inan 
Akad musyarakah anwal al-„inan  adalah suatu 
transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau 
lebih yang diseponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi 
hasil (profit loss sharing), berbagai konsribusi, berbagai 
kepemilikan dan berbagai resiko dalam sebuah usaha. Pola 
musyarakah dimaksud untuk mendorong terjadinya investasi 
bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi 
mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, 
dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum 
memanfaatkan secara optimal. 
Karena itu, pegadaian syariah dalam hal ini 
memperoleh laba dari usahanya dalam menghimpun dana 
(funding product), yaitu melalui penerapan akad musyarakah 
(partnership, project financing participation), yang dimaksud 
adalah dana dan kerja yang dapat dikelola sesuai dengan 
kesepakatan pada saat akad berlangsung hingga batas waktu 
yang telah ditentukan atau disepakati oleh pijak-pihak. 
5. Hak dan Kwajiban Rahin dan Murtahin 
a. Hak rahin (penggadai) 
1) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pengambilan 





2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan 
atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal ini 
disebabkan oleh kelalaian penerima gadai. 
3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta 
benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-
biaya lainnya. 
4) Pemberi gadai berhak menerima kembali harta benda gadai 
apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta 
benda gadaiannya. 
b. Kewajiban Rahin 
1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah 
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, 
termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima 
gadai. 
2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta 
benda gadaiannya, bila dalam hal jangka waktu yang telah 




c. Hak Murtahin (penerima gadai) 
1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak 
dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. 
Hasil penjualan barang gadai dapat dilakukan untuk 
melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada rahin. 
2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya 
yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta 
benda gadai. 
3) Selama pinjaman masih belum dilunasi maka pihak 





                                                             
53 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 41. 
54Sofniyah Gufron, Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah (Jakarta: 




d. Kewajiban Murtahin (penerima Gadai)55 
1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau 
merosotnya harta benda bila hal itu disebabkan oleh 
kelalaiannya. 
2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai 
untuk kepentingan pribadinya. 
3) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang 
gadai kepada rahin jika utangnya telah dilunasi. 
6. Berakhirnya Akad Gadai 
a. Borg diserahkan kepemiliknya 
Jumhur ulama selain Hanafiyah memandang berakhirnya 
rahn jika murtahin menyerahkan borg kepada pemiliknya 
(rahin) sebab borg merupakan jaminan utang. Jika borg 
diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu, rahn dipandang 
berakhir jika murtahin meminjamkan borg kepada rahin atau 
kepada orang lain atas seizin rahin.56 
b. Utang telah dilunasi seluruhnya 
c. Penjualan secara paksa 
Apabila hutang sudah jatuh tempo dan rahin tidak mampu 
membayarnya maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual 
barang jaminan. Apabila rahin tidak mau menjual hartanya 
maka hakim yang menjualnya untuk melunasi hutang rahin.  
Dengan telah dilunasi hutang tersebut maka akad gadai telah 
berakhir. 
d. Hutang telah dibebaskan oleh murtahin, dengan berbagai 
macam cara, termasuk dengan cara pemindahan hutang kepada 
pihak lain (hiwalah). 
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e. Gadai telah di batalkan (fasakh) oleh pihak murtahin, walaupun 
tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan itu dari pihak 
rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal. 
f. Menurut Maliki, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin 
sebelum barang jaminan diterima oleh murtahin, atau 
kehilangan ahliyatul ada, seperti pailit, gila, atau sakit keras 
yang membawa kepada kematian. 
g. Rusaknya benda yang digadaikan. Para ulama telah sepakat 
bahwa akad gadai dapat hapus karena rusaknya barang yang 
digadaikan.  
h. Tindakan (tasarruf) terhadap barang yang digadaikan dengan 
disewakan, hibah atau shadaqah, apabila rahin atau murtahin 
menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual 
barang jaminan kepada pihak lain atas izin masing-masing 
pihak maka gadai menjadi berakhir.
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7. Pemanfaatan Marhun Oleh Murtahin 
Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal pemanfaatan 
barang oleh pihak murtahin Jumhur ulama berpendapat bahwa 
pada dasarnya murtahin tidak boleh memanfaatkan barang yang 
dijadikan agunan oleh rahin, kalau agunan tersebut berupa 




Namun hasil dari barang agunan akan menjadi hak milik 
murtahin apabila memenuhi tiga syarat: 
a. Hutang rahin disebabkan oleh jual beli, bukan oleh hutang-
piutang, misalnya seseorang membeli kendaraan atau rumah 
dengan pembayaran kredit, kemudian (pembeli) memberikan 
barang lain sebagai agunan, maka murtahin dapat 
memanfaatkan barang tersebut. 
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b. Murtahin mensyaratkan barang agunan tersebut untuknya 




Pada dasarnya tidak boleh memanfaatkan kebun terlalu 
lama sebab hal itu akan menyebabkan kebun hilang atau rusak. 
Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika 
berlangsungnya rahn. Dan siapa yang berhak memanfaatkan 
murtahin. 
Jumhur Fuqoha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh 
mengambil suatu manfaat barang-barang rahn tersebut, srkalipun 
rahin mengizinkannya, karena hal itu termasuk pada utang yang 
dapat menarik manfaat dan, sehingga bila dimanfaatkan termasuk 
riba. 
Adapun mengenai boleh atau tidaknya marhun diambil 
manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Terkait terletak 
pada pemanfaatan marhun tersebut sudah mendapat izin baik dari 




a. Ulama Hanafiyah 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak 
berhak memanfaatkan barang gadaian. Menurut mereka, tidak 
boleh bagi yang menerima rahn (murtahin) untuk mengambil 
manfaat dari barang gadaian. Oleh karena itu, tidak boleh ia 
mempergunakan binatang gadaian, menyewakan rumah 
gadaian, memakai kain gadaian, dan tidak boleh memberi 
pinjaman selama barang gadaian itu masih dalam gadaian, 
kecuali atas seizin orang yang menggadaikan (rahin). Karena, 
segala manfaat dan hasil-hasil yang diperoleh dari barang 
gadaian semuanya menjadi hak rahin (orang yang 
menggadaikan). 
1) Sesuai dengan fungsinya marhun sebagai barang jaminan 
dan kepercayaan bagi murtahin, maka marhun  dikuasi oleh 
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murtahin. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, apabila 
marhun  dikuasi oleh rahin, berarti keluar dari tangannya 
dan marhun tidak ada artinya. Sedangkan apabila marhun 
dibiarkan tidak dimanfaatkan murtahin, maka berarti 
menghilangkan manfaat barang tersebut.  
Ada yang memperbolehkan untuk memanfaatkan jika 
diizinkan oleh rahin tetapi sebagian lainnya tidak 
memperbolehkan sekalipun ada izin, bahkan mengkatagorikan 
sebagai riba. 
b. Imam Syafi’i  
Imam Syafi’i mengatakan bahwa manfaat dari barang 
jaminan adalah hak rahn, tidak ada sesuatupun dari barang 
jaminan itu bagi murtahin. Pandangan Imam Syafi’i tersebut 
sangat jelas bahwa yang berhak mengambil manfaat barang 
jaminan adalah rahin dan bukan murtahin, walaupun barang di 
bawah kekuasaan murtahin. 
Dari penjelasan tersebut, bahwa yang berhak 
mengambil manfaat dari marhun adalah rahin tersebut, bukan 
murtahin, walaupun marhun berada di bawah kekuasaan 
murtahin. 
Kepemilikan marhun tetap ada pada rahin. Karenanya, 
manfaat atau hasil dari marhun itu milik rahin. Kemudian As-
Syafi’iyah menjelaskan tassaruf yang dapat mengurangi harga 
marhun adalah tidak sah, kecuali atas izin murtahin. Apabila 
murtahin mensyaratkan bahwa manfaat marhun itu bagian yang 
disebutkan dalam akad, maka akad itu rusak/ tidak sah. 




c. Ulama Malikiyah 
Menurut ulama Malikiyah berpendapat hasil dari 
marhun  dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, 
adalah termasuk hak rahin. Hasil gadaian itu adalah bagi rahin, 
                                                             





selama murtahin tidak mensyaratkan. Apabila murtahin 
mensyaratkan bahwa hasil marhun itu untuknya, maka hal itu 
dapat saja dengan beberapa syarat: 
1) Utang disebabkan jual beli, bukan karena mengutangkan. 
Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan 
harga tangguh (tidak dibayarkan kontan), kemudian orang 
tersebut memintai gadai dengan suatu barang sesuai dengan 
utangnya, maka hal itu dibolehkan. 
2) Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun 
adalah untuknya. 
3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan 
harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak 
diketahui batas waktunya, maka menjadi batal dan tidak sah. 
Alasan Ulama Malikiyah sama dengan alasan Ulama 
Syafi’iyah, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Mengenai 
hak murtahin hanya menahan marhun yang berfungsi 
sebagai bahan jaminan. Sedangkan apabila membolehkan 
murtahin mengambil manfaat dari marhun, berarti 
membolehkan mengambil manfaat dari barang yang bukan 
miliknya, sedangkan hal itu dilarang oleh syara 
Pendapat selain itu, apabila murtahin mengambil 
manfaat dari marhun, sedangkan marhun itu sebagian jaminan 
utang, maka hal ini tidak dibolehkan. Apabila pendapat Ulama 
Malikiyah tersebut adalah bahwa yang berhak mengambil 
manfaat dari marhun adalah dari pihak rahin, namun pihak 
murtahin pun dapat mengambil manfaat dari marhun itu dengan 
syarat yang telah disebutkan.
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d. Ulama Hanabilah  
Ulama Hanabilah berbeda dengan Jumhur, mereka 
berpendapat, jika borg berupa hewan, murtahin boleh 
memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya 
sekedar mengganti biaya, meskipun tidak diizinkan oleh rahin. 
                                                             




Adapun borg selain hewan, tidak boleh dimanfaatkan, kecuali atas 
izin rahin. 
Penjelasan di atas, tidak dijumpai keterangan secara 
langsung mengenai masalah gadai-menggadai tanah ataupun 
kebun, baik dalam Al-Qur’an atau dalam sunnah. Abu Zakariya 
Muhyidin Ibn Sharf al-Nawawi menyatakan bahwa gadai-
menggadai tanah garapan atau kebun cokelat tidak bisa 





B. Gadai Menurut KUHPerdata 
1. Pengertian Gadai 
Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
menjelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh 
seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang 
diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh 
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan 
kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari 
barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang 
berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang 
barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 




Menurut Subekti gadai/pandrecht adalah suatu hak 
kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang 
lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan 
bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil 
pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, 
lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya.
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Menurut Wiryono Prodjodikoro, bahwa gadai adalah 
sebagai suatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang 
lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan 
memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu 




Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam 
berbeda dengan pengertian yang ada dalam hukum positif kita 
sekarang ini, sebab pengertian gadai dalam hukum positif kita 
sekarang ini sebagaimana yang tercantum dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai 
berikut:  
Berbeda dari KUHPerdata, pengertian gadai menurut 
syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut 
ketentuan hukum adat. Menurut ketentuan hukum adat, gadai 
adalah menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran 
sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan sipenggadai 
tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan 
menebusnya kembali. 
Berdasarkan dari beberapa definisi gadai di atas, maka 
dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syariat 
Islam adalah kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam 
KUHPerdata dan hukum adat, terutama sekali menyangkut 
objek perjanjian gadai menurut syariat Islam meliputi barang 
yang mempunyai nilai harta, dan tidak dopersoalkan apakah 
dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak.
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2. Sifat dan Syarat Mengadakan Hak Gadai 
Benda yang menjadi objek gadai adalah benda 
bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda 
bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan 
(vorderingrecht). Lahirnya gadai di dalam sistem hukum 
jaminan menurut KUHPerdata adalah konsekuensi 
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pembendaan benda atas benda tetap dan bergerak. Benda tetap 
menjadi objek dalam hypotek atau credietverband. 
a. Sifat  
Karena gadai merupakan hak kebendaan, maka 
mempunyai sifat-sifat daripada hak kebenadaan yaitu: 
1) Selalu mengikuti bendanya (droit de suit) 
2) Yang terjadi lebih dahulu didahulukan dalam 
pemenuhan (droit de preference, asas prioriteit) 
3) Dapat dipindahkan  
4) Mempunyai kedudukan preferensi, yaitu didahulukan 
dalam pemenuhan melebihini kreditor-kreditor lainnya 
(pasal 113 KUHPerdata) 
Disamping apabila diawalkan dengan hak 
kebendaan lainnya, gadai memiliki sifat-sifat, antara lain: 
(a) Bersifat accerii, yaitu merupakan tambahan saja dari 
perjanjian yang pokok yang berupa perjanjian 
pinjaman uang dan dimaksudkan untuk menjaga 
jangan samapai  siberhutang itu lalai membayar 
kembali hutangnya. 
(b) Merupakan hak yang bersifat memberi jaminan 
menjamin pembayaran kembali dari uang pinjaman itu  
(c) Hak menguasai barang tidak meliputi hak untuk 
memakai, menikmati, atau memungut hasil barang 
yang dipakai sebagai jaminan lain halnya dengan hal 
memungut hasil hak pakai dan lain-lain. 
(d) Tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian hak gadai 
itu tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagian 
dari hutang gadai tetap meletak atas seluruh bendanya. 
 Sifat ini ditemukan dalam pasal 528 KUHPerdata 
yang mengatur atas suatu kebendaan, seseorang dapat 
mempunyai hak kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak 




atau hypotek. Tujuan sifat kebendaan di sini ialah untuk 
memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa 
dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang 
jaminan. 
b. Syarat mengadakan hak gadai 
Pada dasarnya yang dapat digadaikan itu adalah 
semua barang bergerak, yang meliputi: benda bergerak 
yang berwujud dan benda bergerak yang tidak berwujud, 
yaitu berupa berbagai hak untuk mendapatkan pembayaran 
uang, antara lain yang berwujud surat-surat piutang aan 
toonder (kepada sipembawa), aan order  (atas petunjuk), 
dan op naam (atas nama). 
Hak gadai itu diadakan dengan memenuhi 
beberapa persyaratan yang berbeda-beda menurut jenis 
barangnya. 
1) Gadai benda bergerak yang berwujud dan surat-surat 
yang aan toonder 
Apabila yang digadaikan itu adalah benda 
bergerak yang berwujud dan surat-surat yang aan 
toonder, maka syarat-syaratnya antara lain:   
(a) Harus ada perjanjian untuk memberi hak gadai ini 
(pand over eekomst) 
(b) Barang yang digadaikan itu harus dilepaskan di 
luar kekuasaan dari pemberi gadai (inbezitstelling) 
Perjanjian itu bentuknya dalam KUHPerdata 
tidak disyaratkan apa-apa, oleh karena itu bentuk 
perjanjian pand itu dapat bebas tak terikat oleh suatu 
bentuk terntentu artinya, perjanjian biasa diadakan 
secara tertulis ataupun tidak tertulis (secara lisan saja), 
dan yang biasa secara tertulis itu diadakan dengan akta 
notaris, bisa juga dengan kata di bawah tangan. 
Pada setiap perjanjian gadai, maka barang yang 




gadai. Bahkan menurut ketentuan KUHPerdata bahwa 
gadai itu tidak sah jika hendaknya dibiarkan tetap 
berada dalam kekuasaan si pemberi gadai. 
(1) Gadai Berwujud Syarat Piutang Atas Nama (OP 
Naam) 
Gadai berwujud surat piutang atas nama, 
maka syarat-syaratnya, antara lain: harus ada 
perjanjian dan harus ada pemberitahuan kepada 
debitor dari piutang yang digadaikan itu. 
Dengan diberitahukan kepada debitor dari 
piutang tersebut, berarti bahwa hak untuk 
mendapatkan penagihan dari piutang tersebut lalu 
ditarik dari kekuasaan sipemberi gadai, dan dari 
saat itu debitor berkewajiban untuk membayar 
hutangnya kepada sipemegang gadai. 
(2) Gadai Berwujud Surat Piutang Atas Tunjuk (Aan 
Order) 
Gadai berwujud surat piutang atas tunjuk, 
maka syarat-syaratnya antara lain: harus ada 
perjanjian gadai dan harus ada endosemen dan 
kemudian surat piutang itu harus diserahkan.
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3. Hak dan Kewajiban Pemegang gadai 
a. Hak  
Pasal 1133 ayat (1) KUHPerdata mengatur 
mengenai hak untuk didahulukan diantara para kreditur 
bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan hypotek. 
Bahkan hal ini juga dilandaskan dalam rumusan Pasal 1150 
KUHPerdata tentang perumusan gadai sebagaimana yang 
telah disebutkan di atas.  
Beberapa hak pemegang gadai, antara lain: 
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1) Sipemegang gadai dalam hal ini sipemberi gadai 
(debitur) melakukan wanprestasi, maka setelah jangka 
waktu yang telah ditentukan itu lampau (kadaluarsa), 
sipemegang gadai berhak untuk menjual benda yang 
digadaikan atas kekuasaan sendiri (eigenmachtige 
verkoop) 
2) Sipemegang gadai berhak untuk mendapatkan 
pengembalian ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan 
untuk keselamatan barangnya. 
3) Sipemegang gadai mempunyai hak untuk menahan 
barang itu (hak retentive) itu terjadi jika setelah adanya 
perjanjian gadai itu kemudian timbul perjanjian utang 
yang kedua antara para pihak dan utang yang kedua ini 
sudah dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang 
pertama maka dalam keadaan yang demikian itu 
sipemegang gadai wewenang untuk menahan benda itu 
sampai kedua macam utang itu dilunasi. 
4) Hak pemegang gadai untuk mendapatkan penggantian 
biaya perawatan barang gadai, ketentuan ini terdapat 
dalam pasal 1157 Ayat (2) KUHPerdata yang berbunyi: 
“Sebaliknya yang berutang diwajibkan mengganti 
kepada yang berpiutang segala biaya yang berguna dan 
perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut 
belakangan ini guna keselamatan barang gadainya”.
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Dapat diartikan dari ketentuan pasal di atas bahwa, 
kreditur (pemegang gadai) berhak meminta penggantian 
atas segala biaya yang berguna dan perlu untuk 
memelihara dan merawat serta menyelamatkan kebendaan 
gadai yang bersangkutan, yang telah dikeluarkan kreditur 
(pemegang gadai). Dengan kata lain kreditur (pemegang 
gadai) dapat menuntut debitur (pemberi gadai) untuk 
memberikan penggantian atas biaya-biaya yang berguna 
                                                             




yang telah dikeluarkan dalam rangka merawat dan menjaga 
nilai ekonomis dari kebendaan gadai yang bersangkutan. 
b. Kewajiban  
Kewajinam Penerima Gadai 
1) Bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya 
harga barang yang digadaikan, jika itu semua terjadi 
atas kelalaiannya. 
2) Tidak boleh menggunakan barang-barang yang 
digadaikan itu untuk kepentingannya sendiri. Jika 




Kewajiban pemberi gadai: 
1) Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai 
2) Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima 
gadai 
3) Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai 
untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 
KUHPerdata). 
4. Dasar Hukum Gadai  
Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan 
perundang-undangan sebagai berikut: 
a. Pasal 1150 KUHPerdata sampai dengan pasal 1160 buku II 
KUHPerdata. 
b. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang 
Perusahaan Jawatan Pegadaian 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 
tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian 
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d. Peraturan Pemerintah nomor 103 Tahun 2000 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.
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5. Subjek Hukum Hak Gadai 
Subjek hukum gadai yaitu: pihak-pihak yang ikut 
serta dalam membentuk perjanjian gadai, yang terdiri atas dua 
pihak yaitu: 
a. Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan 
pemberi gadai (pandgever). 
b. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima 
gadai (pandnemer). 
Berkaitan dalam hal ini kebendaan gadai berada 
dalam kekuasaan kreditur atau penerima gadai, yang disebut 
juga dengan pemegang gadai. Namun atas kesepakatan 
bersama antara pihak debitur (pemberi gadai) dengan pihak 
kreditur (penerima gadai), dapat juga kebendaan yang 
digadaikan diserahkan pihak ketiga, yang dinamakan pula 
sebagai pihak ketiga pemegang gadai, ketentuan ini berdasar 
pada Pasal 1152 Ayat (1) KUHPerdata. 
Ketentuan Pasal 1156 Ayat (2) KUHPerdata 
memberikan kemungkinan barang yang digadaikan untuk 
jaminan barang yang digadaikan untuk jaminan atau prestasi 
tidak harus kebendaan milik orang lain yang digadaikan. 
Dengan demikian seseorang bisa saja menggadaikan 
kebendaan bergerak miliknya untuk menjamin utang orang 
lain atau seseorang dapat mempunyai utang dengan jaminan 
kebendaan milik orang lain. Apabila yang memberikan 
jaminan debitur sendiri, maka dinamakan dengan debitur 
pemegang gadai (pemberi gadai) atau jika memberikan 
jaminan adalah orang lain, maka yang bersangkutan ini 
dinamakan pihak ketiga pemberi gadai. 
Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga 
muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak 
                                                             
71Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: Rajawali 




ketiga pemberi gadai, pihak ketiga ini termasuk orang lain 
yang bertanggung jawab atau suatu utang, tetapi tanggung 
jawabnya hanya sebatas sebesar benda gadai yang diberikan, 
sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur 
sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai utang, 
karena bukan debitur maka kreditur tidak mempunyai hak 
tagih kepadanya, tetapi pihak ketiga mempunyai tanggung 
jawab yuridis atas benda gadai miliknya.
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Pemberi gadai bisa perseorangan, persekutuan atau 
badan hukum yang menyerahkan kebendaan bergerak sebagai 
jaminan atau agunan bagi pelunasan utang seseorang atau 
dirinya sendiri kepada penerima gadai. Demikian juga dengan 
penerima gadai bisa perseorangan, persekutuan ataupun badan 
hukum yang menerima kebendaan bergerak sebagai jaminan 
atau agunan plunasan utang yang diberikan kepada pemberi 
gadai oleh penerima gadai. 
6. Objek Hukum Hak Gadai 
Benda menurut hukum dalam pasal 504 KUHPerdata 
dinyatakan bahwa apabila benda itu adalah terdiri dari 
a. Benda berwujud 
b. Benda tak berwujud. Misalanya hak tagihan dan hak atas 
benda inmateril. 
Pasal 505 KUHPerdata dinyatakan bahwa, benda 
berwujud dan tak berwujud terbagi menjadi: 
1) Benda bergerak 
2) Benda tak beregerak 
Benda tak bergerak pada umumnya  adalah tanah. 
Oleh karena itu ketentuan pasal tersebut dicabut dari 
KUHPerdata dan dipindahkan ke dalam UUPA. 
Jadi dalam KUHPerdata untuk Indonesia sudah tidak 
ada lagi pasal-pasal yang mengatur tentang benda-benda tak 
                                                             





bergerak, yang ada sekarang ialah pasal-pasal yang mengatur 
benda bergerak.
73
 Ketentuan dalam Pasal 1153 KUHPerdata 
menyatakan “Hak gadai atas kebendaan bergerak tidak 
bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, 
diletakan dengan memberitahukan perihal penggadaiannya 
kepada orang terhadap siapa hak yang digadaikan itu harus 
dilaksanakan. Oleh orang ini, tentang hal pemberitahuan 




Suatu benda dihitung termasuk golongan benda 
bergerak (gadai) karena sifatnya atau ditentukan oleh undang-
undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya, ialah 
benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan 
untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang 
peralatan rumah (meublair). Tergolong benda bergerak karena 
penetapan undang-undang ialah misalnya  uruchtgebrui dari 
suatu benda yang bergerak liifrenten, penagihan mengenai 
sejumlah uang atau suatu benda yang bergerak, surat-surat 
sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi 
Negara dan sebagainya. Ditetapkan bahwa hak atas suatu 
karangan tulisan (auteursrecht) dan hak atas suatu pendapatan 
dalam ilmu pengetahuan (octrooirech).75 
7. Hapusnya Gadai 
Ketentuan tentang hapusnya gadai ditemukan dalam 
ketentuan pasal 1152 KUHPerdata. Bahwa bagi benda 
bergerak yang berwujud, kembalinya barang gadai ke tangan 
pemberi gadai mengakibatkan hapusnya gadai. Hal kedua 
yang dapat mengakibatkan hapusnya gadai terdapat pada 
Pasal 1159 KUHPerdata. Berdasarkan rumusan pada pasal ini 
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bahwa gadai hapus dan hanya hapus apabila perikatan 
pokoknya telah dilunasi sebelumnya.
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Sesuai dengan sifat perjanjian pemberian jaminan 
yang merupakan jaminan accesoir, dapat diartikan bahwa ada 
atau tidaknya hak gadai itu ditentukan oleh eksistensi 
perjanjian pokok atau perjanjian pendahulunya yang menjadi 
dasar adanya perjanjian pemberian jaminan. Ketentuan dalam 
pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan bahwa sesuatu 
perjanjian (perikatan) hapus karena empat alasan, diantaranya 
yaitu, pelunasan, perjumpaan utang (dispensi), pembaharuan 
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